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ABSTRAK 
  
IRWANTO EKA PUTRA (B111 13 595), Peranan Visum Et Repertum 
Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara 
Bersama-sama Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 170/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks), dibimbing oleh Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., 
M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku 
Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian 
Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan 
yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan No.170/Pid.Sus-
anak/2016/PN.MKS dan mengetahui kedudukan visum et repertum 
sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunahan. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam 
skripsi ini, yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Dengan berdasarkan data, 
baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan 
pihak-pihak yang berkompeten, maupun pengamatan secara mendalam 
dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni 
penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
 
 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian 
Visum et Repetum merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja 
yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan / pendapat dokter yang 
dikemukakan wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang 
melemahkan. Visum et Repertum adalah bukti otentik yang dibuat dalam 
bentuk yang ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. 
Keberadaan Visum et Repertum sangat dibutuhkan dalam setiap 
pembuktian proses peradilan tindak pidana pembunuhan sebagai alat 
bukti yang dapat mendukung perbuatan terdakwa kepada korban karna 
memuat hasil pemeriksaan pada korban. Visum et Repertum juga cukup 
membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis kepada 
terdakwa. 
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ABSTRACT 
 
 
IRWANTO EKA PUTRA (B111 13 595), Role of Visum Et Repertum in 
Uncovering Murder Crimes Conducted Together (Case Study of Decision 
Number 170 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Mks), Supervised by Prof.Dr. 
Slamet Sampurno, SH, MH, as Supervisor I and Dr.Haeranah, SH, MH 
as Supervisor II. 
 
This study aims to determine the strength of proof of Visum Et 
Repertum as evidence in murder crime committed jointly in decision 
No.170 / Pid.Sus-anak / 2016 / PN.MKS and know the position of visum et 
repertum as evidence in Crime of killing. 
 
This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi 
Province by choosing agency related with problem in this thesis, that is 
Makassar District Court. Based on the data, both obtained by conducting 
direct interviews with the competent parties, as well as in-depth 
observation with data obtained through literature research that searches 
files / documents, books and reading literature related to the issues 
discussed. 
 
From the results of this study indicates that the strength of proof of 
Visum et Repetum is a perfect proof of what is contained inside in, so the 
conclusion / opinion of the doctors proposed must be believed as long as 
there is no other evidence that weakens. Visum et Repertum is authentic 
evidence made in the form prescribed by the physician as an authorized 
official. The existence of Visum et Repertum is needed in every proof of 
judicial process of murder crime as evidence that can support the 
defendant's actions to the victim because it contains the result of the 
examination on the victim. Visum et Repertum is also quite helpful for a 
judge in bringing a verdict to the defendant. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah 
lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum 
yang telah diciptakan pemerintah. Negara Indonesia adalah salah satu 
negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut 
adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang 
mana berbunyi: ”Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtstaat), 
tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaate)”. Dan “Pemerintahan 
Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat 
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”.  
Selain itu, dipertegas pula dalam idealisme negara kita bahwa 
Pancasila adalah sebagai sistem hukum. Di mana ia merupakan sumber 
dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam 
sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya, Pancasila bertujuan 
untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta 
kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu 
jelas pernyataan-pernyataan itu tersebut dalam penjelasan UUD 1945, 
sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk 
dasar dan sistem Negara Indonesia.  
Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam 
menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
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benegara. Oleh karena itu, salah satu ciri suatu negara hukum terletak 
pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan 
oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dalam artian 
bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur 
setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas 
undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa 
yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga 
negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. 
Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam 
setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. 
Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya rentetan 
kejahatan-kejahatan yang terjadi secara berulang. Faktor sosial menjadi 
salah satu yang memicu terjadinya kejahatan di masyarakat. Selanjutnya 
implementasi peraturan tidak berjalan sebagaimana mestinya membuat 
kejahatan terjadi, karena tidak adanya efek jera yang membuat para 
pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan tersebut. 
Salah satunya kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan 
terhadap nyawa atau sering disebut dengan pembunuhan. Seakan sudah 
biasa, hampir setiap hari kita disajikan berita-berita pembunuhan di 
televisi. Hal ini tentu menjadi suatu capaian buruk untuk para penegak 
hukum di Indonesia. 
Pembunuhan seringkali terjadi dengan berbagai macam cara, baik 
itu dengan berencana maupun tidak direncakanakan, bentuk-bentuk 
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pembunuhan ini sering pula diawali dengan penganiayaan, yang mana 
penganiayaan yang belakangan ini terjadi di masyarakat tidak jarang 
mengakibatkan kematian pada korbannya. 
Salah satu persoalan yang sering muncul di kehidupan masyarakat 
ialah Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang baik itu 
secara individu maupun secara bersama-sama, yang tanpa disadari ini 
dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat karena seringkali 
pembunuhan yang dilakukan justru mengakibatkan kematian pada 
korbannya. Akibat dari perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku, 
kemudian menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, Oleh 
karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan 
perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku 
dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah 
terulangnya tindak pidana tersebut dan mencegah pelaku lain untuk 
melakukan tindak pidana tersebut sehingga masyarakat merasa tentram 
karena dilindungi oleh hukum, seperti yang ada dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.  
Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada 
hakekatnya adalah mencari kebenenaran materil (materiilewarheid) 
terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai 
usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu 
4 
perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan 
dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.1 
Dalam upaya pembuktian biasanya barang bukti akan diperlihatkan 
di sidang pengadilan untuk memperjelas perbuatan tersangka / terdakwa 
kepada korban. Tetapi pada prakteknya, tidak semua barang bukti 
kejahatan dapat dibawa ke depan sidang peradilan, seperti tubuh manusia 
baik hidup maupun mati. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 
Pasal 164 ayat 1 yang menetapkan: 
“Alat Bukti yang sah ialah: 
a. Ketrangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk; dan 
e. Keterangan terdakwa” 
 
Alat Bukti sah untuk membuktikan kebenaran materil tersangka / 
terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum bagi 
Polisi, Jaksa maupun Hakim akan mudah membuktikan kebenaran materil  
bila saksi ahli dapat menunjukkan bukti perbuatan kesalahan tersangka / 
terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Salah satu cara yang 
dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adala 
meminta bantuan dokter sebagai ahli. Seorang dokter bisa bertindak 
sebagai saksi ahli dan juga bisa membuat surat keterangan yang 
dimaksudkan tersebut, dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil 
                                                          
1 Syamsuddin Rahman,  Peranan Visum Et Repertum Di Pengadilan,  Peranan Visum Et 
Repertum Dalam Pembuktian Perkara, Al-Risalah, 2011, Hlm. 18. 
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pemeriksaan medis yang  disebut dengan Visum et Repertum. Menurut 
Pengertiannya, Visum et Repertum diartikan sebagai suatu laporan tertulis 
dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan 
pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula hasil kesimpulan 
dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.2 Visum et reperum 
ini telah ditentutukan sebagai alat bukti yang sah. Sebab yang dimuat 
dalam “pemberitaan” nya merupakan kesaksian. Visum et Repertum 
bertujuan pokok untuk menentukan sebab kematian bahkan cara 
kematian dan untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan 
pemeriksaan terhadap semua organ tubuh. 
Di wilayah Makassar, khususnya mengenai kejahatan yang 
berakibatkan matinya seseorang merupakan bentuk kejahatan yang 
sangat meresahkan masyarakat. Dengan demikian dalam hal ini apabila 
terjadi tindak pidana penganiayaan baik itu penganiayaan atau 
pembunuhan, maka di sini diperlukan suatu Visum et Repertum yang 
dilakukan oleh dokter dengan memeriksa secara obyektif dengan memuat 
semua kenyataan yang pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Namun 
banyak masyarakat tidak memahami fungsi atau peran Visum et 
Repertum sehingga sering terjadi penolakan dari keluarga korban yang 
akan divisum, bahkan sering terjadi perdebatan antara pihak kepolisian 
dengan keluarga yang bersikeras tidak menginginkan keluarga mereka 
sebagai korban pembunuhan untuk divisum. 
                                                          
2 Abdul Mun’im Idries, Pedoman ilmu Kedokteran Forensik (Edisi Pertama), Binarupa 
Aksara, Jakarta Barat, 1997, hlm. 2. 
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Kurangnya pemahaman dan ketidak mengertian keluarga terhadap  
pentingnya Visum et Repertum seringkali menyebabkan kendala dari 
pelaksanaan Visum et Repertum. Hal ini ditambah pula jika kurangnya alat 
bukti atau keterangan saksi yang kurang mendukung pada saat proses 
terjadinyan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. 
Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil Visum et 
Repertum dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan yang dilakukan 
secara bersama-sama sebagaimana terurai di atas, maka  hal tersebut 
melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik 
pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “PERANAN VISUM ET 
REPERTUM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANAK (Studi 
kasus putusan No.170/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul 
sebagaimana tersebut di atas, maka pembahasan selanjutnya akan 
bertumpu pada rumusan  masalah yaitu : 
1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam 
menentukan tindak pidana pembunuhan? 
2. Bagaimanakah kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti 
dalam tindak pidana pembunuhan? 
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C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu : 
1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum et Repertum 
dalam menentukan tindak pidana pembunuhan. 
2. Untuk mengetahui kedudukan Visum et Repertum sebagai alat 
bukti dalam tindak pidana pembunuhan 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain : 
1. Agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk 
pengetahuan hukum baik untuk maysarakat umum maupun 
mahasiswa pada khususnya, terkhusus untuk pendalaman ilmu 
hukum pidana,dan pada khususnya lagi mengenai Visum et 
Repertum. 
2. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan referensi 
kepustakaan atau dijadikan sumber data oleh seseorang yang 
berminat untuk mempelajari atau meneliti tentang Visum et 
Repertum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari isitilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit.3 Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, 
yakni straf, baar dan feit. Dari istilah yang dikemukakan sebagai 
terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan 
boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, 
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.4   Simons merumuskan bahwa 
strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan 
hukum  yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang 
yang mampu bertanggung jawab.5 Van Hamel merumuskan istilah 
strafbaar feit itu sebagai: “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 
undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan 
dengan kesalahan.6 Kemudian Vos menjelaskan, strafbaar feit 
merupakan: “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-
undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada 
umumnya dilarang dan diancam pidana.”7 Sedangkan Moeljatno 
                                                          
3 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005,  
hlm. 67. 
4 Ibid, hlm. 69. 
5 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa: “perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut.”8  Adapun pengertian tentang strafbaar feit 
sebagaimana diuraikan di atas, bahwa di antara sarjana hukum terdapat 
dua pandangan yang berbeda dalam hal merumuskan suatu strafbaar feit 
atau delict, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu 
kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat 
disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian pandangan 
yang kedua yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan 
akibatnya (actus reus) di satu pihak dan pertanggungjawaban (mens rea) 
dilain pihak.9  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung 
di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, 
unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang 
melekat  atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut di 
antaranya adalah :  
a. Niat; 
b. Maksud atau tujuan; 
c. Kesengajaan dan ketidak sengajaan (dolus dan culpa); 
d. Kemampuan bertanggungjawab.  
                                                          
8 Moeljatno, Op.Cit., hlm. 59. 
9 Ibid. hlm. 88-89. 
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Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya 
dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus 
dilakukan. Unsur tersebut di antaranya :  
a. Perbuatan;  
b. Akibat;  
c. keadaan-keadaan.  
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur 
objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, 
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka 10ate 
saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Simons membagi unsur tindak 
pidana sebagai berikut : 10 
a. Unsur objektif, terdiri atas :  
1) Perbuatan orang; 
2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut; 
3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.  
b. Unsur subjektif, terdiri atas : 
1)  Orang yang mampu untuk bertanggungjawab; 
2)  Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 
 
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatan oleh Leden 
Marpaung, bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut : 11  
a. Unsur Subjektif Adalah unsur yang berasal dari dalam diri 
pelaku. Asas 10ater pidana menyatakan “tidak ada hukuman 
10ater tidak ada kesalahan” (an act does not make a person 
guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens 
sit rea) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (Opzet) dan kelapaan (schuld). 
b. Unsur Objektif  Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang 
terdiri atas :  
1) Perbuatan manusia, berupa :  
a) Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif;  
                                                          
10 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hal.41. 
11 Leden Arpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 
Hal.9. 
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b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
materiel, yaitu perbuatan yang membiarkan atau 
mendiamkan;  
2) Akibat (Result) perbuatan manusia Akibat tersebut 
membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 11ater, 
misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (Circumstances) Pada umumnya 
keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain :  
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;  
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;  
c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan 11ater.   
 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan 11ater 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan 11ater, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah.  
 
B. Tindak Pidana Pembunuhan  
1. Pengertian Pembunuhan 
Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP termasuk 
dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang 
terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara 
terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau 
mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu 
kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang: 
“untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan 
sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan 
meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelaku itu 
12 
harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.”12 Dengan 
kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang 
bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (12ateriel delict), 
yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik 
yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila 
timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau constitutief-gevolg) yang 
tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.13 Menurut Adami Chazawi 
perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus 
dipenuhi, yaitu:14 
1. Adanya wujud perbuatan;  
2. Adanya suatu kematian (orang lain); dan  
3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara 
perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.  
Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, 
meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas 
tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.  Maka 
dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya 
wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada 
hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan 
yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari 
perbuatan itu apabila tidak ada causal verband antara keduanya yakni 
                                                          
12 P.A.F. Lamintang. Op.Cit., hlm. 1  
13 Ibid. 
14 Adami Chazawi,Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta:Rajawali Pers.,2013. 
hlm. 57. 
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suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain 
maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.  
2. Unsur- Unsur Pembunuhan 
a) Unsur Obyektif: 
1) Perbuatan menghilangkan jiwa; 
2) Obyeknya nyawa orang lain 
b) Unsur subyektifnya; Dengan sengaja. 
Unsur Obyektif yang pertama dari tindak pidana 
pembunuhan,Yaitu;  “menghilangkan”, Unsur ini juga diliputi oleh 
kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, 
dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan ia pun harus 
mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan 
nyawa. 
Dengan sengaja artinya bahwa pembunuhanitu harus disengaja 
dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. 
Antara unsur Subyektif Sengaja dengan wujud perbuatan 
menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan,ialah 
pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak 
lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa 
orang lain itu.15 
3. Jenis-jenis Pembunuhan 
Dari kententuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-
kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang juga dapat mengetahui 
                                                          
15 Ibid; 
14 
bahwa bentuk undang-undang telah membedakan jenis-jenis tindak 
pidana pembunuhan antara lain:16 
a) Pembunhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) 
b) Pembunuhan yang diikutui, disertai dan didahului dengan 
tindak pidana lain (Pasal 339) 
c) Pembunuhan berencana (Pasal 340) 
d) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342) 
e) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344) 
f) Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345) 
g) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (pasal 
346 dan Pasal 349). 
 
C. Delmening (penyertaan) 
Pada umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana 
terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah 
“barangsiapa” atau hij die ditujukan pada subjek hukum “orang”.17 Maka 
telah jelas bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan 
orang hanya satu. Namun kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang 
pelaku, namun dapat juga dilakukan oleh dua atau lebih orang yang 
dilakukan secara bersekutu dan masing- masing pelaku diikat oleh suatu 
ikatan kerjasama. 
                                                          
16 Ibid.,Hlm. 56. 
17 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertan, 
Jakarta: Rajwali Pers, 2014, Hlm 67-69. 
15 
Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan:18   
Bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut 
pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat 
melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri 
tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun 
mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat 
semua anasir- anasir peristiwa pidana, masih juga mereka 
bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena 
tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak 
pernah terjadi.  
 
Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua 
bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis 
maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga 
melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam 
kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing 
mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak bisa sama 
apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun 
terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada 
pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa 
eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, 
yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.19 
Penyertaan atau deelneming oleh pembentuk undang-undang telah 
diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bahwa bila berbicara 
tentang Pasal 55 dan Pasal 56 tidak hanya berbicara tentang penyertaan 
atau deelneming semata melainkan juga berbicara tentang dader atau 
                                                          
18 Ibid.,Hlm. 71. 
19 Ibid., Hlm. 73 
16 
pelaku.20 Adapun dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dirumuskan 
sebagai berikut:  
Pasal 55 KUHP menetapkan: 
1.   Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:  
1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan 
yang turut serta melakukan perbuatan; 
2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan.  
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan 
sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
  
Pasal 56 KUHP menetapkan: 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:  
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan;  
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan.   
 
Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatlah diketahui 
bahwa menurut KUHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu:21 
1) Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya 
disebabkan oleh Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut 
dengan para pembuat (mededader), adalah mereka:  
a) Yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pelaku 
atau pleger;  
b) Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut 
dengan penyuruh atau doen pleger;  
                                                          
20  P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya 
Bakti,  2013, hlm. 583. Selanjutnya disebut dengan Lamintang II  
21 Adami Chazawi, Op.cit., 2014, Hlm. 81-82.  
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c) Yang turut serta melakukan (medeplegen), orangnya disebut 
dengan pelaku turut serta atau medepleger;  
d) Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), orangnya disebut 
dengan penganjur atau uitlokker;  
2) Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu 
(medeplichtige) kejahatan, yang dibedakan menjadi dua:  
a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan  
b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.     
Bahwa adapun penjelasan dari bentuk-bentuk penyertaan 
sebagaimana diuraikan di atas akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya. 
1. Orang yang Melakukan (pleger)  
Plegen dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dirumuskan dengan zij die 
het feit plegen yang artinya “mereka yang melakukan”. Pleger atau orang 
yang telah melakukan pada dasarnya orang yang karena perbuatannya  
melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatan dari pembuat 
pelaksana tindak pidana itu tidak akan terwujud.22 Maka hal ini sama 
dengan dader yang mana pleger juga harus memenuhi semua unsur 
tindak pidana, sebagaimana seorang dader.  
Adapun yang menjadi pembeda antara dader dengan pleger adalah 
bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal seorang 
lainnya, baik secara piskis maupun terlibat secara fisik. Dengan kata lain 
pleger harus disertai keterlibatan seorang yang lain dalam melakukan 
tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, 
                                                          
22 Ibid., Hlm 85. 
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perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak 
semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.23  
2. Orang yang Menyuruh Melakukan (doen pleger)  
Di dalam doktrin hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain 
melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai seorang 
middelijke dader atau seorang mittelbare tater yang artinya seorang 
pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai pelaku tidak langsung karena ia 
memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, 
melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang 
disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai 
seorang materieele dader atau seorang pelaku material.24  
Dalam Memorie van Toelichting atau memori penjelasan KUHP 
Belanda, menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia 
yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan 
dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang 
lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab 
karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada 
kekerasan.  
Dari keterangan dalam M.v.T tersebut di atas dapat ditarik unsur-
unsur dari bentuk penyuruh, yaitu:25  
a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain 
sebagai alat di dalam tangannya;  
b. Orang lain berbuat:  
1) Tanpa kesengajaan; 
                                                          
23 Ibid., Hlm. 85-86. 
24 Lamintang II. Opcit. Hlm. 609 
25 Adami Chazawi. Opcit. hlm. 88 
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2) Tanpa kealpaan; 
3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:  
a) Yang tidak diketahuinya; 
b) Karena disesatkan; dan  
c) Karena tunduk pada kekerasan   
 
Adapun penjelasan atas unsur-unsur dalam pada bentuk 
medeplegen akan dijelaskan sebagai berikut:   
a. Orang Lain sebagai Alat di dalam Tangannya  
Dari keterangan dalam M.v.T dapat disimpulkan bahwa penyuruh 
dalam medeplegen adalah orang yang menguasai orang lain, sebab orang 
lain itu sebagai alat, orang inilah yang sesungguhnya mewujudkan tindak 
pidana. Sedangkan, pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu 
perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak 
pidana. Oleh karena orang lain itu sebagai alat, maka dia-orang yang 
disuruh melakukan itu disebut dengan manus ministra. Sedangkan pelaku 
penyuruhnya yang menguasai orang lain sebagai alat, maka orang yang 
berkualitas demikian disebut sebagai manus domina yang dalam doktrin 
disebut dengan middelijke dader.26  
Bahwa tentang apa yang dimaksud dengan melakukan tindak 
pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain 
sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis, sebagai 
berikut:27 
1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh 
perbuatan pelaku penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain 
(manus ministra);  
                                                          
26 Ibid., Hlm. 89 
27 Ibid,. Hlm. 90  
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2) Orang lain itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang 
pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Mengenai 
hal ini telah ditegaskan sebab-sebabnya oleh MvT sebagaimana 
pada unsur-unsur pada huruf b. Pihak bertanggung jawab ada 
pada pelaku penyuruh (manus domina); 
3) Manus ministra tidak boleh dijatuhi pidana, yang dijatuhi pidana 
adalah pelaku penyuruh.  
b. Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan  
Perbuatan manus ministra pada kenyataannya telah mewujudkan 
tindak pidana, namun tidak ada kesalahan di dalamnya baik karena 
kesengajaan maupun karena kealpaan. Sebagai contoh tanpa 
kesengajaan seorang pemilik uang palsu (manus domina) menyuruh 
pembantunya berbelanja dengan menggunakan uang palsu dengan 
menyerahkan uang sebanyak 10 lembar yang diketahuinya palsu. Bahwa 
pembantu tersebut termasuk manus ministra dalam delik mengedarkan 
uang palsu (Pasal 245 KUHP). Bahwa dalam delik mengedarkan uang 
palsu terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini pembantu tidak 
mengetahui tentang palsunya uang yang dibelanjakannya. Keadaan 
ketidaktahuan itu artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam 
bentuk kesengajaan/opzettelijke). 28  
Karena alasan tanpa kealpaan, contoh seorang ibu membenci 
seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang 
diletakkan dibelakang rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung 
                                                          
28 Ibid., Hlm. 91.  
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yang dibencinya itu sedang mencari benda-benda bekas di bawah jendela 
rumahnya yang loteng. Untuk membuat penderitaan bagi pemulung itu, ia 
menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela, dan 
mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, 
apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena keadaan tidaklah 
mungkin ada dan tidak akan pernah ada orang yang berada di bawah 
jendela, dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.     
c. Karena tersesatkan  
Bahwa yang dimaksud dengan “tersesatkan” adalah kekeliruan 
atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan 
oleh pengaruh dari orang lain (in casu manus domina) dengan cara-cara 
yang isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahpahaman itu 
memutuskan kehendak dan berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang 
lain timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat 
penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang 
tersesatkan oleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang 
sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan itu. 29 
d. Karena kekerasan  
Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) adalah 
perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang in casu 
ditujukan pada orang, mengakibatkan orang (fisiknya) tidak berdaya.30 
Dalam hal bentuk pembuat penyuruh, kekerasan ini datangnya dari 
pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (manus 
                                                          
29 Ibid., Hlm. 91. 
30 Ibid. 
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ministra), sehingga orang yang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu 
berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh 
pelaku penyuruh. Dari uraian di atas mengenai tidak dapat dipidananya 
pelaku materiil dalam bentuk orang yang menyuruh lakukan menurut 
keterangan yang termuat dalam MvT, maka dari sudut perbuatan, manus 
ministra itu dapat dibeddakan antara lain:31  
a) Manus ministra yang berbuat positif. Pada sebab tidak dapat 
dipidananya manus ministra atas dasar tanpa kesalahan (baik 
kesengajaan maupun kealpaan), tersesatkan, sesuatu sebab 
dari sikap batinnya sendiri (subjektif). Disini tindak pidana dapat 
terwujud adalah atas perbuatannya sepenuhnya. 
b) Manus ministra tidak berbuat apapun. Pada sebab tidak 
dipidananya manus ministra pembuat materiilnya dasar 
kekerasan, sesuatu yang dapat menyebabkan 
ketidakberdayaan fisik absolut. Di sini manus ministra murni 
sebagai alat, laksana sebuah tongkat untuk memukul orang.   
                                           
3. Orang yang Turut Serta Melakukan (medepleger)  
Bentuk berikutnya dari deelneming atau dadaerschap adalah 
medeplegen atau yang turut melakukan, dalam bentuk ini selalu terdapat 
seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan 
tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini 
juga sering disebut sebagai mededaderschap. Menurut Simons yang 
dimaksud dengan medepleger adalah sebagai berikut:32 “...... 
Mededaders, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak 
pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain.”  
Menurut M.v.T W.v.S Belanda yang dimaksud dengan medepleger 
atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut 
                                                          
31 Ibid., Hlm. 93. 
32 Lamintang II, hlm 615. 
23 
berbuat (medoet) dalam melakukan suatu tindak pidana.33 Bahwa 
pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam M.v.T belumlah 
memberikan penjelasan secara tuntas. Oleh karenanya muncul dua 
pandangan terhadap apa yang disebut dengan turut berbuat. Menurut 
pandangan yang sempit sebagaimana dianut oleh Van Hamel dan 
Trapman berpendapat bahwa:34  
Turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing 
perserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti 
ini lebih condong pada ajaran objektif. Pada awalnya yang disebut 
dengan turut berbuat adalah bahwa masing-masing peserta telah 
melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan 
tindak pidana yang bersangkutan.  
 
Sedangkan padangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak 
mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan 
perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua 
rumusan tindak pdana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari 
rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan 
kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Pandangan ini lebih mengarah 
pada ajaran subjektif.35 Bahwa menurut pandangan ini pelaku turut serta 
tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 
yang dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi lebih menekankan 
pada sudut subjektif yakni kesengajaan dari pelaku turut serta. 
Maksudnya disini ialah bahwa pelaku dalam turut serta tidak harus 
memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana selayaknya seorang dader 
melainkan harus ada kesadaran adanya kerjasama antara para pelaku. 
                                                          
33 Adami Chazawi, Op.cit., Hlm. 99. 
34 Ibid., Hlm. 99-100. 
35 Ibid.. 
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disamping itu para pelaku telah sama-sama melaksanakan tindak pidana 
yang dimaksudkan.  
Dalam suatu Arrest Hoge Raad (29-10-1934) yakni lebih dikenal 
dengan arrest hooi.36 Bahwa dalam arrest tersebut Hoge Raad 
menentukan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yang 
mana dalam arrest ini menganut pandangan yang luas. Adapun kriteria 
tentang adanya bentuk pembuat peserta adalah:37  
a) Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;  
b) Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana 
yang dimaksudkan.   
Hoge Raad dengan Arrest-nya ini telah membentuk suatu 
pandangan pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama 
memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerjasama yang 
diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang 
menitikberatkan pada ajaran subjektif dari pada pendapat lama yang 
bertitik tolak pada pandangan objektif. Berdasarkan pandangan ini, maka 
hanya semata-mata dari sudut perbuatan (objektif), perbuatan pembuat 
peserta itu boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang 
pembuat pembantu. Bahwa yang membedakan antara pembuat peserta 
(medepleger) dengan pembuat pembantu (medeplichtiger) terletak pada 
kesengajaannya. Bahwa kesengajaan dari pembuat pembantu ditujukan 
                                                          
36 Arrets ini dikenal dengan hooi arrest, yakni ada dua orang A dan B yang sama-sama 
bersepakat untuk membakar kandang kuda milik C. Dalam pembelaannya B bukanlah 
sebagai orang yang membakar kandang kuda, dia tidak melakukan pembakaran karena 
perbuatannya sekedar memegang tangga yang perbuatan mana tidak memenuhi 
sebagai pelengkap atau seorang dader. Dia hanya membantu. 
37 Ibid., Hlm. 102. 
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pada perbuatan untuk mempermudah dan memperlancar terwujudnya 
kejahatan bagi orang lain. Sedangkan pada pelaku turut serta 
(medepleger) kesengajaan ditujukan pada penyelesaian tindak pidana 
adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya (pleger). 
Disamping itu adanya kesamaan kepentingan antara pelaku turut serta 
(medepleger) dengan pelaku pelaksana (pleger) untuk terwujudnya tindak 
pidana.38 
Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad, 
maka arah kesengajaan bagi pembuat pesera ditujukan pada dua hal 
yang tidak dapat dipisahkan yaitu:39  
a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk 
mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran 
seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang 
diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak 
pidana yang sama-sama dikehendaki.  
b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya 
menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat 
peserta sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah 
sama- sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. 
Pembicaraan mengenai kesengajaan pembuat peserta pada 
umumnya adalah mengenai kesengajaan yang kedua ini.    
 
 
4. Orang yang Menganjurkan/Menggerakkan (uitlokker)  
Orang yang sengaja menganjurkan/menggerakkan (penganjur/ 
penggerak, disebut juga auctor intellecualis), seperti juga pada orang yang 
menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara meteriil, 
tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang 
                                                          
38 Ibid., Hlm. 102-103. 
39 Ibid., Hlm. 103-104. 
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lain.69 Van Hamel memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan 
penggerak/penganjur:40 
Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggung 
jawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana 
dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh 
undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian 
telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.   
 
Apabila menilik kembali pendapat van Hamel di atas dapat 
disimpulkan bahwa antara doen plegen atau menyuruh melakukan 
dengan uitlokken atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu 
tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam doen 
plegen itu orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun 
yang di dalam doktrin disebut sebagai doen pleger atau manus domina 
tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan 
dengan perantaraan orang lain yang biasanya disebut sebagai de 
materiele dader ataupun yang juga disebut dengan manus ministra.  
Sedang dalam uitlokking, orang yang menggerakkan orang lain untuk 
melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering 
disebut sebagai  de uitlokker atau provocateur atau agent provocateur 
atau lokbeambte itu juga telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang 
dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya 
disebut sebagai de uitgelokte atau sebagai orang yang telah digerakkan.41 
Adapun perbedaan diantara kedua bentuk deelneming adalah 
sebagai berikut:42  
                                                          
40 Lamintang II, Hlm. 634. 
41 Ibid., Hlm 634-635 
42 Ibid. 
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a. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam 
doen plegen itu haruslah merupakan orang yang niet-
toerekenbaar atau haruslah merupakan orang yang 
perbuatannya tidak dipertanggungjawabkan, sedang orang yang 
telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu 
haruslah merupakan orang yang sama halnya denga orang 
yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya atau toerekenbaar.  
b. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah 
menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam doen plegen 
tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang 
harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan 
orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam 
uitlokking itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-
undang.   
Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dirumuskan tentang penganjur 
atau uitlokker sebagai berikut:  
Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 
melakukan perbuatan.  
 
Melihat rumusan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut di 
atas, uitlokking dirumuskan dengan kesengajaan. Dengan kata lain bahwa 
suatu uitlokking harus dilakukan dengan sengaja atau secara opzettelijke. 
Kesengajaan pada orang yang menggerakkan atau uitlokker harus 
ditujukan kepada feit-nya atau tindak pidananya yakni tindak pidana yang 
ia harapkan akan dilakukan oleh orang lain yang telah ia gerakkan  
dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan dalam 
Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Dengan kata lain, apabila seorang 
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penggerak atau uitlokker itu menghendaki agar de uigelokte melakukan 
suatu pembunuhan seperti yang telah dilarang dalam Pasal 338 KUHP, 
maka kesengajaan dari uitlokker tersebut haruslah ditujukan kepada 
tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Berarti pula bahwa 
uitlokker tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana 
pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP. 
Dalam hal ini kesengajaan yang timbul dari pelaku (orang yang 
digerakkan atau de uitgelokte) harus sama pula dengan kesengajaan dari 
uitlokker.43 
Adami Chazawi menyimpulkan terdapat 5 syarat dari seorang 
penganjur atau penggerak atau uitlokker yakni:  
a. Kesengajaan penganjur harus ditujukan pada 4 hal:  
a) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;  
b) Ditijukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan 
beserta akibatnya;  
c) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa 
yang dianjurkan); dan  
d) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab 
atau dapat dipidana.  
b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan menggunakan 
cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 
(1) ke-2 KUHP. 
                                                          
43 Ibid., Hlm 636-637. 
29 
c. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat 
pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa 
yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh 
digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si penganjur 
(adanya psychische causaliteit). 
d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) telah 
melaksanakan tindak pidana sesuai yang dianjurkan (boleh 
pelaksanaan itu selesai- tindak pidana sempurna atau boleh 
juga terjadi percobaan) 
e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki 
kemampuan bertanggungjawab.      
5. Pembantuan Melakukan Tindak Pidana (medeplichtige)  
Bentuk medeplichtige yang pertama adalah kesengajaan 
membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap 
tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang 
lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan 
di hukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu 
orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan.44 Pengaturan 
tentang pembantuan atau medeplichtige terdapat dalam tiga pasal yakni 
Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60. Dalam Pasal 56 merumuskan tentang 
unsur subjektif dan unsur objektif pembantuan serta macamnya bentuk 
                                                          
44 Ibid., Hlm.647. 
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pembantuan.45 Adapun rumusan dalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai 
berikut: 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:  
1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan ada waktu 
kejahatan dilakukan; 
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan.   
Menurut Pasal 56 bentuk pembantuan atau pembuat pembantu 
dibedakan antara:46 
a) Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan; 
b) Pemberian bantuan saat berlangsungnya pelaksanaan 
kejahatan.   
Bahwa yang membedakan antara keduanya adalah pembantuan 
sebelum pelaksanaan kejahatan cara-caranya ditentukan secara limitatif 
dalam Pasal 56 KUHP yakni dengan (1) memberi kesempatan, (2) 
memberi sarana atau (3) memberi keterangan. Syarat-syarat 
medeplichtigheid atau pembantuan diantaranya:47  
a. Syarat subjektif  
Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatan 
bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan 
kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah dan memperlancar bagi 
orang lain (pelaksana) dalam melaksanakan kejahatannya. Jadi dapat 
                                                          
45 Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 141. 
46 Ibid., Hlm. 142. 
47 Ibid., Hlm. 143-146. 
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disimpulkan bahwa kesengajaan dari pelaku pembantu atau 
medeplichtiger tidak ditujukan pada selesainya tindak pidana, melainkan 
sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. 
Artinya juga ialah sikap bain dari pembuat pembantu terhadap kejahatan 
tidak sama dengan sikap batin dari pembuat pelaksana. 
b. Syarat objektif  
Bahwa wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu 
hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan 
kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada 
umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat 
pembantu berperan atau mempunyai andil, atau memberi sumbangan 
dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. 
Artinya dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat 
menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah 
wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksananya.  
Berdasarkan syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa apabila 
perbuatan seorang medeplichtige itu dapat memenuhi unsur yang bersifat 
subjektif, yaitu apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh medeplichtige 
tersebut benar-benar dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa 
medeplichtige tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu 
dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakkannya suatu kejahatan 
oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung 
dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki. 
Disebut pula telah memenuhi unsur-unsur berisfat objektif apabila 
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perbuatan yang telah dilakukan oleh medeplichtige tersebut memang telah 
ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu 
kejahatan. Berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang 
medeplichtige telah diserahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak 
dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatan, maka 
medeplichtige tersebut juga tidak dapat dihukum.48    
Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 56 KUHP di atas, 
pembantuan ada dua jenis: 
a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana 
pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan 
medepleger (turut serta), namun perbedaannya terletak pada: 
b. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/ 
menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan 
pelaksanaan. 
c. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan 
tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak 
bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, 
orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan 
cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.  
d. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 
KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana  
                                                          
48 Lamintang II., Hlm. 648-649.  
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e. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang 
bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta 
dipidana sama 
f. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan 
dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini 
mirip dengan penganjuran (uitlockker). Perbedaannya pada 
niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat 
materil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh 
pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan 
kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur. 
Berbeda dengan pertanggung jawaban pembuat yang semuanya 
dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan 
daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman 
maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat [1]). Jika 
kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, 
pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. 
 
D. Pembuktian 
1. Pengertian Pembuktian 
Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang 
mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan 
menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan 
dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di 
persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan 
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tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk 
menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.49 
Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke 
hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk 
persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara 
peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum 
pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, 
tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya 
hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran 
karena hukum. Misalnya, peristiwa pencurian, induk permasalahannya 
adalah adanya barang yang hilang, korelasinya mungkin saja tempat 
menyimpan barang yang hilang itu telah rusak, atau ada tanda-tanda 
dirusak, atau juga barang yang disimpan itu tempatnya, karena adanya 
usaha manusia yang melanggar hukum. 
Korelasi yang lain adalah adanya tanda-tanda pemakaian alat 
untuk merusak, atau ditemukannya barang yang hilang itu di tempat lain, 
dimana perpindahan barang yang hilang itu bukan atas kehendak pemilik 
barang, atau yang lebih penting lagi adalah bahwa adanya hukum, atau 
peraturan hukum yang melarang terhadap tindak pencurian itu.50 
Pengertian pembuktian dalam kamus besar bahasa Indonesia, 
adalah: “proses, cara, perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar 
atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.”51  
                                                          
49 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, 
Raih Asa Sukses,2012, Hal. 21. 
50 Hartono,2012,Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana,Sinar Grafika,Hal.59 
51 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
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Adapun pengertian pembuktian berdasarkan para ahli Martiman 
Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan 
usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga 
dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.52  
Menurut Darwan Prinst, yang dimaksud dengan pembuktian, 
adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan 
terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus 
mempertanggung jawabkannya.”53  
Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah:54 
Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman 
tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga 
merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 
dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim 
membuktikan kesalahan yang didakwakan 
 
Sedangkan, menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, pengertian 
hukum pembuktian adalah:55 
Merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur 
macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang 
dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan 
bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak 
dan menilai suatu pembuktian. 
 
Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam 
KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:56  
                                                          
52 Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hal.9. 
53 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998, Hal.30. 
54 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 
Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali  (Edisi 
Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal. 25 
55 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Mandar 
Maju, Bandung, 2003, Hal. 4.  
56 Martiman Prodjohamidjojo. 1984. Komentar Atas KUHAP Jakarta, Pradnya 
Paramita,1984. 
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1) Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi 
wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan 
kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa. 
2) Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak 
untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang 
diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang 
dibenarkan Undang-Undang. 
3) Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat 
menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang 
diketemukan selama pemeriksaan persidangan. 
2. Teori Pembuktian 
Terdapat beberapa teori pembuktian dalam perkara pidana sebagai 
berikut: 
a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarakan Undang-Undang 
secara Positif (Positif Wettelijk Bewijstheorie).  
Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang selalu 
didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang. 
Dikatakan secara positif karena hanya didasarkann pada undang-undang, 
artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang 
disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan 
sama sekali. Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formal 
(formale ebewijstheorie)  
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b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 
Semata  
Teori ini juga disebut dengan conviction intime.57 Disadari  bahwa 
alat bukti berupa pengakuan terdakwa pun kadang-kadang tixdak 
menjaminbahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang 
didsakwakan. Oleh karena itu bagaimanapun juga diperlakukan keyakinan 
hakim sendiri. 
Bertolak pangkal dari pemikiran itulah, maka teori pembuktian 
berdasarkan keyakinan hakim selalu didasarkan pada keyakinan hati 
nuraninya sendiri. Dengan sistem pembuktian ini, pemidanaan 
dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti berdasarkan undang-
undang.  
 Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem ini pernah dianut di Indonesia 
yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten, sistem ini 
memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi keyakinannya, 
misalnya keterangan media atau dukun. 
c. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 
atas Alasan yang Logis (Loconviction Raisonne).  
Sebagai jalan tengah, muncul suatu sistem atau teori yang disebut 
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu 
(laconviction raisonne) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan 
pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu 
motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas 
                                                          
57 Andi Hamzah,1990. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesi. Ghalia Indonesia: 
Jakarta Hal.247. 
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karena hakim bebas menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije 
bewejstyheorie).  
Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasrakan 
keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terdiri atas dua yaitu, yang 
pertama yaitu pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim atas alasan 
yang logis (conviction raisonne) dan yang kedua yaitu teori pembuktian 
berdasarkan undang-undang secara negative. 
d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif 
(Negatief Wettelijk)  
HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned Sc yang lama dan yang 
baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan 
undang-undang negative (negatief wettelijik). Hal tersebut  dapat 
disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang mengatur sebagai berikut:  
Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim 
mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar 
telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-
orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu. 
 
Selanjutnya di dalam sistem atau teori pembuktian yang 
berdasarkan undang-undang secara negative (negatief wettelijk 
bewijstheorie) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang 
berganda (dubbel en grondslag)  
Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang 
menegaskan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.  
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Untuk Indonesia, Wirjono Prodjodikoro58 mengemukakan sebagai 
berikut: 
Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative 
(negatief wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua 
alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan 
hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu 
hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang 
sedangkan hakim tidak yakin atas keslahan terdakwa, kedua ialah 
berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun 
keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus 
dituntut oleh hakimdalam melakukan peradilan. 
 
3. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya 
Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 
suatu perbuatan,dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat 
dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan 
hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan 
oleh terdakwa. 
Perihal alat bukti yang sah, secara limitative diatur dalam ketentuan 
pasal 184 KUHAP, yaitu lima jenis alat bukti, diantaranya; 
a. Keterangan saksi 
Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan persidangan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alsan dari pengetahuannya (Pasal 1 Angka 27 KUHAP). 
Dengan demikian keterangan saksi yang dinyatakan di muka sidang harus 
mengenai apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, ia dengar 
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dengan telinga sendiri, ia rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami 
dengan panca inderanya sendiri, adalah keterangan saksi sebagai alat 
bukti. Dari bunyi Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan, yakni:  
1) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan 
ini juga mengandung pengertian saksi diperlukan dan 
memberikan keterangannya dalam dua tingkat yakni tingkat 
penyidikan dan tingkat penuntutan sidang pengadilan. 
2) Bahwa isi apa yang diterangkan, ialah segala sesuatu yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan 
mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar sumber tadi, 
tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian dengan 
menggunakan keterangan saksi. 
3) Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab 
apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, 
isi keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila 
setelah ia memberikan keterangan ia kemudian menerangkan 
tentang sebabsebab pengetahuannya tersebut. Hal ini pun 
merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal 
pembuktian. 
Sayarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan 
berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar 
pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak 
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pada beberapa hal, seperti: hal lualitas pribadi saksi, hal apa yang 
duterangkan saksi, hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang 
ia terangkan; syarat sumpah atau janji; dan syarat mengenai adanya 
hubungan antara isi keterangan saksi dan isi keterangan saksi lain atau isi 
alat bukti lain. 
Syarat-syarat ini merupakan keterangan saksi yang diberikan di 
muka sidang pengadilan, bukan saat memberikan keterangan pada tahap 
penyidikan. Keterangan saksi sebgai  alat bukti yang sah juga terletak 
pada keterangan tersebut di muka persidangan, namun bagi penyidik 
syaratsyarat mengenai beberapa hal tersebut di atas, terutama syarat 
yang relevan, misalnya syarat mengenai kualitas pribadi saksi haruslah 
diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan 
memberkasnya dalam berkas perkara pidana tidak menjadi siasia kelak di 
sidang pengadilan. 
Terdapat orang-orang yang tidak dapat di dengar keterangannya 
dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam 
Pasal 168 KUHAP, yang rumusannya sebagai berikut: 
Kecuali ketentuan lain dalam undangundang ini, tidak dapat 
didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: 
1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau 
ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa. 
2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang 
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mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak 
saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 
3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau 
bersama-sama sebagai terdakwa. 
Orang-orang yang berkualitas disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP 
itulah yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dan memberikan 
keterangannya di atas sumpah. Ada pengecualian dari orang yang tidak 
dapat didengarkan keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 169 KUHAP. 
Menurut Pasal 169 KUHAP, orang-orang yang berkualitas dalam 
hubungan kekeluargaan sebagimana disebutkan dalam Pasal b 168 
KUHAP dapat memberikan keterangannya apabila mereka yang 
berkedudukan dalam hubungan keluarga itu menghendaki untuk 
memberikan keterangan yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa 
secara tegas menyetujuinya. 
Biasanya dalam praktek saksi yang demikian diajukan oleh 
penasihat hukum, kemudian hakim akan menanyakan relevansinya 
dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Apabila menurut 
pertimbangan hakim cukup alasannya untuk didengar keterangannya, 
maka hakim meminta kepastian kepada jaksa penuntut umum dan 
terdakwa apakah mereka menyetujuinya. Keterangan saksi keluarga ini 
tidak di atas sumpah. Karena tidak di atas sumpah, maka keterangan 
demikian nilai pembuktiannya sepenuhnya bergantung kepada 
pertimbangan hakim. Artinya, hakim boleh menggunakannya boleh juga 
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tidak. Selanjutnya, dalam praktik bahwa  nilai pembuktian harus 
memenuhi syarat formal dan syarat materil. Syarat formalnya adalah 
bahwa keterangan saksi harus terlebih dahulu dengan mengucapkan 
sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing dan tidak lain 
dari pada yang sebenarnya. (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), akan tetapi 
berdasrakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) KUHAP, sumpah atau janji 
dapat diberikan setelah saksi atau ahli selesai memberikan keterangan 
apabila dianggap perlu demikian oleh pengadilan. Pada asasnya 
lafas/janji saksi adalah “saya bersumpah/berjanji akan memberikan 
keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya”. 
Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai 
satu sama lain, bukanlah merupakan alat bukti. Akan tetapi jikalau 
keterangan tersebut selaras dengan keterangan saksi di atas sumpah, 
keterangan da]at digunakan sebagai alat bukti yang sah yang lain (Pasal 
185 ayat (7) KHUAP). Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 
KUHAP, anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah 
kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 
ingatannya balik kembali diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa 
sumpah. Sebab adanya pengecualian ini disebutkan bahwa “mengingat 
anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang 
sakit ingatan, sakit jiwa atau sakit gila meskipun kadang-kadang saja, 
yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopath, mereka ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka 
mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan 
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keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai 
petunjuk saja. 
Syarat materil keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (6) 
KUHAP, dikatakan bahwa di dalam menilai keterangan saksi, hakim harus 
sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yakni: 
1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang 
lain; 
2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain. 
3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan 
keterangan tertentu. 
4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat mempengaruhinya dapat atau tidaknya 
keterangan saksi itu dipercaya. 
b. Keterangan Ahli 
Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh 
seseorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud 
membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim 
sendiri dalam suatuhal. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, terdapat 
dua syarat dari keterangan ahli, yaitu; 
1) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala 
sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya. 
2) Bahwa yang diterangkan mengenai keahlian itu adalah 
berhubungan erat dengan perkara pidana yang diperiksa. 
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Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal 
yag dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang 
menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan 
perkara yang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan 
alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana 
keterangan saksi. 
Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi 
dan keterangan ahli yaitu: 
1) Harus didukung dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang 
didapat dari alat bukti lain. Sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 
185 ayat (2) KUHAP. 
2) Keterangan ahli diatas sumpah sama dengan alat bukti 
keterangan saksi (Pasal 60 ayat (4) jo Pasal 179 ayat (2) 
KUHAP). Keterangan ahli yang diberikan di muka sidang, tetap 
wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah disumpah ketika 
akan memberikan keterangan di tingkat penyidikan berdasarkan 
Pasal 120 ayat (2) KUHAP. 
3) Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi yang mana 
keterangan ahli secara lisan di muka sidang maupun 
keterangan ahli secara tertulis di luar sidang. Keterangan ahli 
yang tertulis itu dituangkan dalam surat yang menjadi alat bukti 
surat, seperti apa yang disebut dengan Visum et Repertum 
(VER) yang diberikan pada tingkat penyidikan atas perintah 
penyidik (Pasal 187 huruf c KUHAP). 
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Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat 
dibedakan menjadi ahli yang menerangkan tentang apa yang telah 
dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya seorang 
dokter ahli forensic yang memberikan keterangan ahli di sidang 
pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut 
melakukan bedah mayat (otopsi). Atau seorang akuntan memberikan 
keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya 
atas keuangan suatu instansi pemerintah. Kemudian ada pula ahli yang 
menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai suatu hal 
yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa 
tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, misalnya ahli dibidang 
perakit bom yang menerangkan dalam sidang pengadilan tentang tentang 
cara merakit bom. Bahkan dalam praktik, seorang ahli hukum bidang 
keahlian khusus sering kali digunakan dan mereka juga disebut seorang 
ahli. 
Dasar hukum pemanggilan seorang ahli sama dengan dasar hukum 
pemanggilan seorang saksi, yaitu Pasal 140 ayat (2) dan Pasal 227 
KUHAP. Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan 
formal khusus untuk bidang kahliannya seperti ahli kedokteran forensik, 
tetapi pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentuyang ditekuninya 
selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli 
dalam bidang khusus tersebut. Misalnya, keahlian di bidang kunci, 
pertukangan dan lain-lain. Hakimlah yang menentukan seseorang itu ahli 
atau bukan melalui pertimbangan hukumnya. 
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c. Surat 
Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah surat yang dibuat atas 
sumpah jabatan, atau dilakukan dengan sumpah. Seperti, berita acara 
dan surat lain dalam bentuk resmi yang  dibuat oleh pejabat umum yang 
berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan 
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu. 
Surat dalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah 
pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, ini berarti 
bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun  
memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah 
pikiran, tidak termasuk dalam alat bukti tertulis atau surat. 
Pengaturan tentang alat bukti surat dalam KUHAP sangat sedikit, 
hanya dua pasal yakni Pasal 184 KUHAP dan secara khusus Pasal 187 
KUHAP. 
Pasal 187 KUHAP mengatur sebagai berikut:  
Surat sebagaimana termasuk pada Pasal 184 ayat (1) huruf c 
KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 
sumpah adalah: 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat 
dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialamaninya sendiri, 
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu. 
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
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jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal 
atausesuatu keadaan. 
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
 
Prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda 
dengan system pembuktian dalam hukum acara perdata, mengingat 
dalam hukum pembukitian dalam perkaraa pidana diperlukan keyakinan 
hakim atas dua alat bukti, sedangkan hukm pembuktian perdata tidak 
diperlukan keyakinan hakim. Hal ini disebabkan karena dalam hukum 
acara pidana tujuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran 
materil,sedangkan dalam hukum acara perdata hanya kebenaran formil. 
Sehingga dengan demikian dalam hukum acara perdata sudah cukup jika 
ada akta autentik sebagai alat bukti yang sah. Akta autentik dalam perkara 
perdata merupakan alat bukti yang sempurna, sedangkan dalam hukum 
acara pidana, akta autentik akan lumpuh kekuatan pembuktiannya apabila 
tidak ditunjang  dengan alat bukti laindan memperoleh keyakian hakim. 
Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP sebgai berikut: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila sekurang-kuarangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakian bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  
 
b. Petunjuk 
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 
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tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana 
dan siapa pelakunya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, 
petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Alat bukti ini 
diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagi 
berikut: 
1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang 
karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, 
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa 
telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. 
2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan 
terdakwa. 
3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 
setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, 
setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan kesamaan dengan hati nuraninya 
 
Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau 
pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian  alat bukti 
yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subjektifitas hakim 
lebih dominan. 
Dua atau lebih alat bukti tidaklah dapat memaksa hakimuntuk 
menjatuhkan pidana apabila dari beberapa alat bukti yang ada itu ia tidak 
yakin tentang terjadinya tindak pidana, atau terdakwa bersalah 
melakukannya. Untuk menambah keyakinan itu hakim dapat membentuk 
alat bukti petunjuk dari dua alat bukti yang semula ditambah hasil 
pemeriksaan setempat atau sidang setempat. 
Alat bukti keterangan ahli dapat digunakan untuk membentuk alat 
bukti petunjuk yang mana terdapat dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang 
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telah ditentukan secara limitative, apabila dengan menggunakan kata 
hanya, maka sudah pasti hakim tidak diperkenankan menggunakan alat 
bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk. Namun, 
keterangan ahli dapat digunakan untuk tambahan bahan dalam 
membentuk alat bukti sama halnya dengan barang bukti, yang dapat 
digunakan membentuk alat bukti petunjuk. 
d. Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di muka 
sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 
ia alami sendiri. 
Keterangan terdakwa merupakan urutan kelima dari ketentuan 
Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.  Apabila dibandingkan dari segi 
terminologinya, dengan pengakuan terdakwa sebagaimana diatur dalam 
Pasal 295 jo Pasal 367 HIR, istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo 
Pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas maknanya daripada pengakuan 
terdakwa, karena asek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu 
yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisipengakuan sudah 
merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian dalam proses 
pembuktian perkara pidana tidak mengejar atau memaksakan adanya 
pengakuan terdakwa. 
Selanjutnya menganai keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 
KUHAP sebagai berikut: 
1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 
sendiri tau yang ia alami sendiri 
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2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidanga, asal 
keterangan itu didukung oleh suatau alat bukti yang 
sahsepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri; 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan  perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain. 
 
Dari rumusan Pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam persidangan pengadilan, 
dan dapat pula diberikan di luar sidang. Agar keterangan terdakwa yang 
dinyatakan di sidang pengadilan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah,  
hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri 
oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaaan yang diajukan 
kepadanya terhadap perbuatan yang dia lakukan, ia ketahui atau ia alami 
sendiri. Keterangan terdakwa juga dapat digunakam untuk tambahan 
bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk. 
 
E. Visum et Repertum 
1. Pengertian Visum et Repertum  
Pengertian istilah arti harafiah dari Visum et Repertum yakni 
berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yaitu 
melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harafiah ini adalah apa 
yang dilihat dan diketemukan, maka Visum et Repertum merupakan suatu 
laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, 
mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau 
fisik ataupun barang bukti lain,kemudian dilakukan pemeriksaan menurut 
pengetahuan yang sebaik-baiknya.59 
                                                          
59 Soeparmono,  Keterangan ahli & Visum et Repertum, Mandar Maju, 2016, Hal.86 
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Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 
tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu 
kedokteran kehakiman disebut sebagai Visum et Repertum. Pendapat 
seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah Visum et Repertum sangat 
diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam 
sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus 
perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang 
berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil 
pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai petunjuk 
sebagaimana yang dimaksud pada  Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. 
Artinya, hasil Visum et Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam 
hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses 
penuntutan dan pengadilan.60 
2. Bentuk-Bentuk Visum et Repertum  
Bentuk Visum et Repertum berdasarkan objek :61  
1.) Visum et Repertum Korban Hidup 
a) Visum et Repertum  
Visum et Repertum diberikan kepada korban setelah 
diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau 
aktivitasnya 
b) Visum et Repertum Sementara 
Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara 
masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya akibat 
penganiayaan.  
c) Visum et Repertum Lanjutan  
Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (Visum 
et Repertum Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah 
                                                          
60 Ibid. 
61 Prakoso Djoko dan Martika, Peranan Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana, Rineka 
Cipta, 2008, Hal. 51 
 
53 
sakit ataupun akibat luka-lukanya pindahkan ke rumah sakit 
atau dokter lain ataupun meninggal dunia 
d) Visum et Repertum pada mayat  
Visum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau 
dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan 
pemeriksaan dalam pada mayat. 
e) Visum et Repertum Pemeriksaan di Tempat Kejadian 
Perkara (TKP)  
f) Visum et Repertum Penggalian Mayat  
g) Visum et Repertum Mengenai Umur  
h) Visum et Repertum Psikiatrik  
i) Visum et Repertum Mengenai Barang Bukti  
Misalnya berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, 
sperma dan sebagainya. 
 
3. Dasar Hukum Visum et Repertum 
Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter 
atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis 
terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari 
tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan 
untuk kepentingan peradilan. 
Menurut Budiyanto, dasar hukum Visum et Repertum adalah Pasal 
133 KUHAP menyebutkan:  
1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani 
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga 
karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang 
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran 
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.  
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat. 
3. Dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan 
dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat 
dan atau pemeriksaan bedah mayat.62  
 
Selanjutnya, keberadaan Visum et Repertum tidak hanya 
diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak 
                                                          
62 Budiyanto, Ilmu Kedokteran Forensik,Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas 
kedokteran Universitas Indonesia,1997,Hal.34 
54 
hidup) semata, akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat 
dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti Visum et 
Repertum Psikiatris. Hal ini sesuai Pasal 120 (1) KUHAP yaitu: “Dalam hal 
penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau 
orang yang memiliki keahlian khusus”.63 
4. Peranan & Fungsi Visum et Repertum 
Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah 
sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. Visum et Repertum turut 
berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap 
kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et Repertum menguraikan 
segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam 
bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti 
barang bukti. Visum et Repertum juga memuat keterangan atau pendapat 
dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di 
dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian Visum et Repertum secara 
utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga 
dengan membaca Visum et Repertum, dapat diketahui dengan jelas apa 
yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat 
menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut 
tubuh dan jiwa manusia. Apabila Visum et Repertum belum dapat 
menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat 
meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang 
tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya 
                                                          
63 Soeparmono, Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana. 
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pemeriksaan atau 18 penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul 
keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya 
terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 
KUHAP, yang di mana bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) Visum et 
Repertum berguna untuk mengungkapkan perkara, dan bagi Penuntut 
Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang 
akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk 
menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. 
Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada 
suatu Rumah Sakit tentang tata laksana pengadaan Visum et Repertum.64 
5. Struktur dan Isi Visum et Repertum 
Setiap Visum et Repertum harus dibuat memenuhi ketentuan 
umum sebagai berikut:65           
a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa  
b. Bernomor dan bertanggal 
c. Mencantumkan kata ”Pro Justitia” di bagian atas kiri (kiri atau 
tengah)  
d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu 
mendeskripsikan temuan pemeriksaan 
f. Tidak menggunakan istilah asing 
g. Ditandatangani dan diberi nama jelas  
h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut 
i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan 
j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta Visum et Repertum. 
Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik 
POLRI dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, 
maka kedua instansi tersebut dapat diberi Visum et Repertum 
masing-masing asli 
k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada 
umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun. 
 
                                                          
64 Soeparmono, Op.Cit, Hal.122  
65 Ibid. 
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F. Tinjauan Umum Anak 
1. Pengertian Anak 
Terdapat beberapa pengertian anak menurut perturan 
perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Secara umum 
yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau 
belum kawin. 
Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengetian anak 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 330 
ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 
umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, 
anak yang belum dewasa apabila ditinjau batasan umur anak sebagai 
korban kejahatan (BAB XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima 
belas) tahun. 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 
ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 Anak adalah yang telah berumur 
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana. 
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Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU-
VII/2010, Tanggal 24 Februari 2011, terhadap Pengadilan Anak 
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase ‘8 tahun’ dalam 
pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK 
memutuskan batas minimal usia anak yang bias dimintai 
pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. 
Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli 
yakni sebagai berikut: 
Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam  buku karya 
Maidi Gultom mengatakan bahwa: 
 “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan  dan 
perkembangan, anak itu masih menjadi anak  dan baru menjadi dewasa 
bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur 
anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 
(delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk 
laki-laki”.66 
 
Adapun menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama 
merumuskannya dengan: 
“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, 
tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang 
belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, 
misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, 
dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.67 
 
                                                          
66 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika 
Aditama, 2010, hlm 32 
67 Ibid; 
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Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan 
pengertian anak yakni seseorang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun 
dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin. 
 
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Batas umur anak yang melakukan tindak pidana menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berumur 16 (enam belas 
tahun) secara jelas perbuatan seseorang yang telah cakap bertindak dan 
orang yang masih dibawah umur adalah mereka yang belum mempunyai 
kecakapan untuk bertindak. 
Sanksi Pidana dan tindakan bagi anak diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak pada 
Pasal 69 sampai Pasal 83 mengatur tentang Pidana Pokok, Pidana 
Tambahan, dan Tindakan yang menentukan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-
empirik. Penelitian normatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada 
Undang-Undang dan Yurisprudensi, serta penelitian empirik yaitu 
penelitian yang berlandaskan pada fakta yang diperoleh di lapangan. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat dalam 
penyusunan penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian di 
kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
pertimbangan seringnya terjadi kejahatan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa yang menimpa masyarakat di kota makassar. Dari lokasi penelitian 
ini diharapkan dapat memperoleh data-data dan temuan lainnya guna 
penyusunan skripsi ini. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data kualitatif yang artinya berupa data yang berupa keterangan-
keterangan. 
Adapun sumber data yang digunakan adalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 
melalui teknik wawancara secara langsung kepada pihak yang 
terkait dalam permasalahan yang diteliti. 
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, internet, 
peraturan perundang-undangan, majalah, koran, dokumentasi 
dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
a) Wawancara (interview), yakni metode pengumpulan data 
dengan cara melakukan wawancara mengadakan Tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini. Misalnya 
Hakim, Jaksa dan sebagainya  
b) Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan 
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak yang terkait. 
E. Metode Analisis Data 
Setelah penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik 
pembahasan skripsi ini, maka selanjutnya penulis mengolah dan 
menganalisis data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini baik data primer maupun data sekunder. Semua data yang telah 
diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif,selanjutnya 
disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, 
dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti 
dalam Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : MUH.ILHAM Als CARLES 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Tempat / Tgl.Lahir : Makassar / 19 Desember 1999  
Suku / Bangsa : Makassar / Indonesia 
Pekerjaan : Pelajar 
Agama : Islam 
Alamat : Jl. Tamangapa Raya No.326 Kel.Tamangapa 
Kec.Manggala Kota Makassar 
 
2. Kronologis Kasus 
MUH.ILHAM Als CARLES baik bertindak sendiri-sendiri atau 
bersama-sama dengan tersangka ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG bin 
ALWI, MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN, RIDWAN alias IWAN alias 
BONGKAR (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara 
terpisah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No.170/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks tanggal 
19 Juli 2016) serta ERWIN alias CAMBANG alias WIWIN, ILHAM 
BAKARA alias ILLANG BAKARA, ILHAM dan setidak-tidaknya 3 (tiga) 
orang lagi yang belum terungkap identitasnya (semua dalam daftar 
pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 8 Februari 2015 sekira jam 
03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 
2015, bertempat di took Warda di jalan Mesjid Nurul Hidayah Kelurahan 
Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidak-tidaknya di 
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan 
atau turut serta melakukan dengan sengaja dan merampas nyawa orang 
lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Berawal ketika terdakwa Anak yang saat itu sedang berada di 
Indomaret Kassi didatangi dan di panggil oleh MURSALIM alias ALIM 
untuk kemudian pergi ke daerah Bangkala Kota Makassar selanjutnya 
setelah sampai di daerah Bangkala tepatnya rumah ERWIN alias WIWIN 
alias CAMBANG (paman dari MURSALIM alias ALIM) terdakwa Anak 
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kemudian bertemu dengan ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG,RIDWAN 
alias BONGKAR,WIWIN alias CAMBANG, ILHAM BAKARA alias ILLANG 
BAKARA, ILHAM, serta beberapa orang lagi yang belum terungkap 
identitasnya, selanjutnya ERWIN alias WIWIN mengajak terdakwa Anak 
dan yang lainnya tersebut untuk melakukan penyerangan ke kampung 
Sakura dikarenakan keponakan dari ERWIN alias WIWIN alias CAMBANG 
yakni MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN hamper dikeroyok atau 
dipanah (dibusur) oleh anak Kampung Sakura dan selanjutnya terdakwa 
Anak berboncengan dengan MURSALIM alias ALIM, sedangkan ANDI 
MUH.IKHSAN alias ICCANG berboncengan dengan ILHAM BAKARA , 
ILHAM berboncengan dengan teman CHARLES dan ERWIN 
mengendarai motor seorang diri atau setidak-tidaknya dengan susunan 
boncengan lain di antara mereka, selanjutnya pada saat di dalam 
perjalanan saat hendak berbelok kea rah kampung Sakura Terdakwa 
Anak bersama rombongannya berusaha menhadang dimana saat itu 
Terdakwa Anak membentangkan busur berikut anak panahnya kea rah 
KAPO dan MULYADI, namun hadangan tersebut berhasil diterobos 
sehingga Terdakwa Anak dan Teman-temannya mengejar KAPO dan 
MULYADI adapun saat itu terdakwa Anak mengejar KAPO yang kabur ke 
arah Kompleks Angkatan Laut dan tembus ke jalan Mesjid Nurul Hidayah 
namun saat itu Terdakwa Anak tidak berhasil mengejar KAPO  melainkan 
Terdakwa Anak melihat beberapa pemuda (yang kemudian diketahui 
adalah saksi ACO,FANDI,MAYANG dan Korban atas nama GASSING 
alias NONG) yang sedang duduk-duduk di dekat sebuah warung di Jalan 
Mesjid Nurul Hidayah, selanjutnya ANDI MUH. IKHSAN alias ICCANG 
langsung turun dari motor yang ia kendarai lalu tiba-tiba melepaskan 
tembakan kearah korban dan rekan rekannya sehingga mereka pun 
berhamburan lari menyelamatkan diri, setelah itu ICCANG menghampiri 
Korban yang saat itu sedang terpojok kemudian Terdakwa Anak dan 2 
(dua) orang teman Terdakwa Anak yang lain menyusul ICCANG, 
selanjutnya Terdakwa Anak membentangkan busur atau anak panah 
kearah korban lalu melepaskannya sehingga menembus di bagian kaki 
korban sedangkan ICCANG mencabut sebilah pisau yang ia selipkan 
dipinggangnya yang mana pisau tersebut ia peroleh dari ERWIN alias 
WIWIN alias CAMBANG pada saat di perjalanan sebelumnya kemudian 
ICCANG menusuk bahu kiri Korban dengan menggunakan pisau tersebut 
sedangkan salah seorang teman CHARLES menusuk dada atau perut 
sebelah kiri korban dengan menggunakan parang sehingga usus Korban 
terburai keluar dan Korban terjatuh bersimbah darah, tidak lama kemudian 
rombongan Terdakwa Anak lalu kabur meninggalkan tempat tersebut 
untuk kemudian bersama-sama termasuk dengan Terdakwa Anak sendiri 
bersembunyi di sebuah perumahan yang belum jadi daerah Bangkala, dan 
saat itu Terdakwa Anak melihat ICCANG memperlihatkan kepada rekan-
rekannya sebilah pisau yang berlumuran darah sembari mengatakan 
“Inimi darahnya yang tadi” dan saat itu MURSALIM alias ALIM 
mengatakan “Masih Mauko”. 
Akibat perbuatan dari Terdakwa Anak MUH.ILHAM alias CHARLES 
bersama dengan ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG bin ANDI ALWI, 
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MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN, RIDWAN alias IWAN alias 
BONGKAR, EWIN alias CAMBANG alias WIWIN, ILHAM BAKARA alias 
ILLANG BAKARA,ILHAM dan setidak-tidaknya 3 (tiga) orang lagi yang 
belum terungkap identitasnya mengakibatkan korban meninggal dunia 
sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Ibnu Sina Kota 
Makassar No : 041/VER/RSIS/YW-UMI/II/2015 tanggal 8 Februari 2015 
yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Dokter 
pada rumah sakit tersebut dimana dalam pemeriksaan disimpulkan 
adanya hal-hal yaitu sebagai berikut: 
a. Ditemukan luka robek pada dada kiri dengan ukuran 5 x 2,5 x 4 
cm dan luka robek pada perut kiri ukuran 3,5 x 1,5 x 1,5 cm, 
dan 1 (satu) buah anak panah yang masih menancap di kaki 
korban; 
b. Sebab dan mekanisme kematian korban adalah luka terbuka 
yang dapat sesuai akibat luka tusuk pada daerah bahu dan luka 
tusuk pada daerah perut, sehingga terjadi mekanisme 
perdarahan berat yang menyebabkan kematian; 
 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut 
Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif subsideritas, yaitu:  
KESATU : 
PRIMAIR : 
Bahwa ia Terdakwa Anak MUH.ILHAM Als CARLES baik bertindak 
sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan tersangka ANDI MUH.IKHSAN 
alias ICCANG bin ALWI, MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN, 
RIDWAN alias IWAN alias BONGKAR (ketiganya dilakukan penuntutan 
dalam berkas perkara terpisah dan putusannya telah berkekuatan hukum 
tetap (Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.170/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks tanggal 19 Juli 2016) serta ERWIN alias CAMBANG 
alias WIWIN, ILHAM BAKARA alias ILLANG BAKARA, ILHAM dan 
setidak-tidaknya 3 (tiga) orang lagi yang belum terungkap identitasnya 
(semua dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 8 
Februari 2015 sekira jam 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di took Warda di jalan Mesjid 
Nurul Hidayah Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan dengan 
sengaja dan merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
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Berawal ketika terdakwa Anak yang saat itu sedang berada di 
Indomaret Kassi didatangi dan di panggil oleh MURSALIM alias ALIM 
untuk kemudian pergi ke daerah Bangkala Kota Makassar selanjutnya 
setelah sampai di daerah Bangkala tepatnya rumah ERWIN alias WIWIN 
alias CAMBANG (paman dari MURSALIM alias ALIM) terdakwa Anak 
kemudian bertemu dengan ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG,RIDWAN 
alias BONGKAR,WIWIN alias CAMBANG, ILHAM BAKARA alias ILLANG 
BAKARA, ILHAM, serta beberapa orang lagi yang belum terungkap 
identitasnya, selanjutnya ERWIN alias WIWIN mengajak terdakwa Anak 
dan yang lainnya tersebut untuk melakukan penyerangan ke kampung 
Sakura dikarenakan keponakan dari ERWIN alias WIWIN alias CAMBANG 
yakni MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN hamper dikeroyok atau 
dipanah (dibusur) oleh anak Kampung Sakura dan selanjutnya terdakwa 
Anak berboncengan dengan MURSALIM alias ALIM, sedangkan ANDI 
MUH.IKHSAN alias ICCANG berboncengan dengan ILHAM BAKARA , 
ILHAM berboncengan dengan teman CHARLES dan ERWIN 
mengendarai motor seorang diri atau setidak-tidaknya dengan susunan 
boncengan lain di antara mereka, selanjutnya pada saat di dalam 
perjalanan saat hendak berbelok kea rah kampung Sakura Terdakwa 
Anak bersama rombongannya berusaha menhadang dimana saat itu 
Terdakwa Anak membentangkan busur berikut anak panahnya kea rah 
KAPO dan MULYADI, namun hadangan tersebut berhasil diterobos 
sehingga Terdakwa Anak dan Teman-temannya mengejar KAPO dan 
MULYADI adapun saat itu terdakwa Anak mengejar KAPO yang kabur ke 
arah Kompleks Angkatan Laut dan tembus ke jalan Mesjid Nurul Hidayah 
namun saat itu Terdakwa Anak tidak berhasil mengejar KAPO  melainkan 
Terdakwa Anak melihat beberapa pemuda (yang kemudian diketahui 
adalah saksi ACO,FANDI,MAYANG dan Korban atas nama GASSING 
alias NONG) yang sedang duduk-duduk di dekat sebuah warung di Jalan 
Mesjid Nurul Hidayah, selanjutnya ANDI MUH. IKHSAN alias ICCANG 
langsung turun dari motor yang ia kendarai lalu tiba-tiba melepaskan 
tembakan kearah korban dan rekan rekannya sehingga mereka pun 
berhamburan lari menyelamatkan diri, setelah itu ICCANG menghampiri 
Korban yang saat itu sedang terpojok kemudian Terdakwa Anak dan 2 
(dua) orang teman Terdakwa Anak yang lain menyusul ICCANG, 
selanjutnya Terdakwa Anak membentangkan busur atau anak panah 
kearah korban lalu melepaskannya sehingga menembus di bagian kaki 
korban sedangkan ICCANG mencabut sebilah pisau yang ia selipkan 
dipinggangnya yang mana pisau tersebut ia peroleh dari ERWIN alias 
WIWIN alias CAMBANG pada saat di perjalanan sebelumnya kemudian 
ICCANG menusuk bahu kiri Korban dengan menggunakan pisau tersebut 
sedangkan salah seorang teman CHARLES menusuk dada atau perut 
sebelah kiri korban dengan menggunakan parang sehingga usus Korban 
terburai keluar dan Korban terjatuh bersimbah darah, tidak lama kemudian 
rombongan Terdakwa Anak lalu kabur meninggalkan tempat tersebut 
untuk kemudian bersama-sama termasuk dengan Terdakwa Anak sendiri 
bersembunyi di sebuah perumahan yang belum jadi daerah Bangkala, dan 
saat itu Terdakwa Anak melihat ICCANG memperlihatkan kepada rekan-
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rekannya sebilah pisau yang berlumuran darah sembari mengatakan 
“Inimi darahnya yang tadi” dan saat itu MURSALIM alias ALIM 
mengatakan “Masih Mauko”. 
Akibat perbuatan dari Terdakwa Anak MUH.ILHAM alias CHARLES 
bersama dengan ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG bin ANDI ALWI, 
MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN, RIDWAN alias IWAN alias 
BONGKAR, EWIN alias CAMBANG alias WIWIN, ILHAM BAKARA alias 
ILLANG BAKARA,ILHAM dan setidak-tidaknya 3 (tiga) orang lagi yang 
belum terungkap identitasnya mengakibatkan korban meninggal dunia. 
Perbuatan Terdakwa Anak sebagaimana diancam dan diatur 
dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
 
SUBSIDAIR : 
 
Bahwa ia Terdakwa Anak MUH.ILHAM Als CARLES baik bertindak 
sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan tersangka ANDI MUH.IKHSAN 
alias ICCANG bin ALWI, MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN, 
RIDWAN alias IWAN alias BONGKAR (ketiganya dilakukan penuntutan 
dalam berkas perkara terpisah dan putusannya telah berkekuatan hukum 
tetap (Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.170/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks tanggal 19 Juli 2016) serta ERWIN alias CAMBANG 
alias WIWIN, ILHAM BAKARA alias ILLANG BAKARA, ILHAM dan 
setidak-tidaknya 3 (tiga) orang lagi yang belum terungkap identitasnya 
(semua dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 8 
Februari 2015 sekira jam 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di took Warda di jalan Mesjid 
Nurul Hidayah Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan dengan 
sengaja dan merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
Berawal ketika terdakwa Anak yang saat itu sedang berada di 
Indomaret Kassi didatangi dan di panggil oleh MURSALIM alias ALIM 
untuk kemudian pergi ke daerah Bangkala Kota Makassar selanjutnya 
setelah sampai di daerah Bangkala tepatnya rumah ERWIN alias WIWIN 
alias CAMBANG (paman dari MURSALIM alias ALIM) terdakwa Anak 
kemudian bertemu dengan ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG,RIDWAN 
alias BONGKAR,WIWIN alias CAMBANG, ILHAM BAKARA alias ILLANG 
BAKARA, ILHAM, serta beberapa orang lagi yang belum terungkap 
identitasnya, selanjutnya ERWIN alias WIWIN mengajak terdakwa Anak 
dan yang lainnya tersebut untuk melakukan penyerangan ke kampung 
Sakura dikarenakan keponakan dari ERWIN alias WIWIN alias CAMBANG 
yakni MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN hamper dikeroyok atau 
dipanah (dibusur) oleh anak Kampung Sakura dan selanjutnya terdakwa 
Anak berboncengan dengan MURSALIM alias ALIM, sedangkan ANDI 
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MUH.IKHSAN alias ICCANG berboncengan dengan ILHAM BAKARA , 
ILHAM berboncengan dengan teman CHARLES dan ERWIN 
mengendarai motor seorang diri atau setidak-tidaknya dengan susunan 
boncengan lain di antara mereka, selanjutnya pada saat di dalam 
perjalanan saat hendak berbelok kea rah kampung Sakura Terdakwa 
Anak bersama rombongannya berusaha menhadang dimana saat itu 
Terdakwa Anak membentangkan busur berikut anak panahnya kea rah 
KAPO dan MULYADI, namun hadangan tersebut berhasil diterobos 
sehingga Terdakwa Anak dan Teman-temannya mengejar KAPO dan 
MULYADI adapun saat itu terdakwa Anak mengejar KAPO yang kabur ke 
arah Kompleks Angkatan Laut dan tembus ke jalan Mesjid Nurul Hidayah 
namun saat itu Terdakwa Anak tidak berhasil mengejar KAPO  melainkan 
Terdakwa Anak melihat beberapa pemuda (yang kemudian diketahui 
adalah saksi ACO,FANDI,MAYANG dan Korban atas nama GASSING 
alias NONG) yang sedang duduk-duduk di dekat sebuah warung di Jalan 
Mesjid Nurul Hidayah, selanjutnya ANDI MUH. IKHSAN alias ICCANG 
langsung turun dari motor yang ia kendarai lalu tiba-tiba melepaskan 
tembakan kearah korban dan rekan rekannya sehingga mereka pun 
berhamburan lari menyelamatkan diri, setelah itu ICCANG menghampiri 
Korban yang saat itu sedang terpojok kemudian Terdakwa Anak dan 2 
(dua) orang teman Terdakwa Anak yang lain menyusul ICCANG, 
selanjutnya Terdakwa Anak membentangkan busur atau anak panah 
kearah korban lalu melepaskannya sehingga menembus di bagian kaki 
korban sedangkan ICCANG mencabut sebilah pisau yang ia selipkan 
dipinggangnya yang mana pisau tersebut ia peroleh dari ERWIN alias 
WIWIN alias CAMBANG pada saat di perjalanan sebelumnya kemudian 
ICCANG menusuk bahu kiri Korban dengan menggunakan pisau tersebut 
sedangkan salah seorang teman CHARLES menusuk dada atau perut 
sebelah kiri korban dengan menggunakan parang sehingga usus Korban 
terburai keluar dan Korban terjatuh bersimbah darah, tidak lama kemudian 
rombongan Terdakwa Anak lalu kabur meninggalkan tempat tersebut 
untuk kemudian bersama-sama termasuk dengan Terdakwa Anak sendiri 
bersembunyi di sebuah perumahan yang belum jadi daerah Bangkala, dan 
saat itu Terdakwa Anak melihat ICCANG memperlihatkan kepada rekan-
rekannya sebilah pisau yang berlumuran darah sembari mengatakan 
“Inimi darahnya yang tadi” dan saat itu MURSALIM alias ALIM 
mengatakan “Masih Mauko”. 
Akibat perbuatan dari Terdakwa Anak MUH.ILHAM alias CHARLES 
bersama dengan ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG bin ANDI ALWI, 
MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN, RIDWAN alias IWAN alias 
BONGKAR, EWIN alias CAMBANG alias WIWIN, ILHAM BAKARA alias 
ILLANG BAKARA,ILHAM dan setidak-tidaknya 3 (tiga) orang lagi yang 
belum terungkap identitasnya mengakibatkan korban meninggal dunia. 
 
Perbuatan Terdakwa Anak sebagaimana diancam dan diatur 
dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
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LEBIH SUBSIDAIR : 
 
Bahwa ia Terdakwa Anak MUH.ILHAM Als CARLES baik bertindak 
sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan tersangka ANDI MUH.IKHSAN 
alias ICCANG bin ALWI, MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN, 
RIDWAN alias IWAN alias BONGKAR (ketiganya dilakukan penuntutan 
dalam berkas perkara terpisah dan putusannya telah berkekuatan hukum 
tetap (Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.170/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks tanggal 19 Juli 2016) serta ERWIN alias CAMBANG 
alias WIWIN, ILHAM BAKARA alias ILLANG BAKARA, ILHAM dan 
setidak-tidaknya 3 (tiga) orang lagi yang belum terungkap identitasnya 
(semua dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 8 
Februari 2015 sekira jam 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di took Warda di jalan Mesjid 
Nurul Hidayah Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan dengan 
sengaja dan merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
Berawal ketika terdakwa Anak yang saat itu sedang berada di 
Indomaret Kassi didatangi dan di panggil oleh MURSALIM alias ALIM 
untuk kemudian pergi ke daerah Bangkala Kota Makassar selanjutnya 
setelah sampai di daerah Bangkala tepatnya rumah ERWIN alias WIWIN 
alias CAMBANG (paman dari MURSALIM alias ALIM) terdakwa Anak 
kemudian bertemu dengan ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG,RIDWAN 
alias BONGKAR,WIWIN alias CAMBANG, ILHAM BAKARA alias ILLANG 
BAKARA, ILHAM, serta beberapa orang lagi yang belum terungkap 
identitasnya, selanjutnya ERWIN alias WIWIN mengajak terdakwa Anak 
dan yang lainnya tersebut untuk melakukan penyerangan ke kampung 
Sakura dikarenakan keponakan dari ERWIN alias WIWIN alias CAMBANG 
yakni MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN hamper dikeroyok atau 
dipanah (dibusur) oleh anak Kampung Sakura dan selanjutnya terdakwa 
Anak berboncengan dengan MURSALIM alias ALIM, sedangkan ANDI 
MUH.IKHSAN alias ICCANG berboncengan dengan ILHAM BAKARA , 
ILHAM berboncengan dengan teman CHARLES dan ERWIN 
mengendarai motor seorang diri atau setidak-tidaknya dengan susunan 
boncengan lain di antara mereka, selanjutnya pada saat di dalam 
perjalanan saat hendak berbelok kea rah kampung Sakura Terdakwa 
Anak bersama rombongannya berusaha menhadang dimana saat itu 
Terdakwa Anak membentangkan busur berikut anak panahnya kea rah 
KAPO dan MULYADI, namun hadangan tersebut berhasil diterobos 
sehingga Terdakwa Anak dan Teman-temannya mengejar KAPO dan 
MULYADI adapun saat itu terdakwa Anak mengejar KAPO yang kabur ke 
arah Kompleks Angkatan Laut dan tembus ke jalan Mesjid Nurul Hidayah 
namun saat itu Terdakwa Anak tidak berhasil mengejar KAPO  melainkan 
Terdakwa Anak melihat beberapa pemuda (yang kemudian diketahui 
adalah saksi ACO,FANDI,MAYANG dan Korban atas nama GASSING 
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alias NONG) yang sedang duduk-duduk di dekat sebuah warung di Jalan 
Mesjid Nurul Hidayah, selanjutnya ANDI MUH. IKHSAN alias ICCANG 
langsung turun dari motor yang ia kendarai lalu tiba-tiba melepaskan 
tembakan kearah korban dan rekan rekannya sehingga mereka pun 
berhamburan lari menyelamatkan diri, setelah itu ICCANG menghampiri 
Korban yang saat itu sedang terpojok kemudian Terdakwa Anak dan 2 
(dua) orang teman Terdakwa Anak yang lain menyusul ICCANG, 
selanjutnya Terdakwa Anak membentangkan busur atau anak panah 
kearah korban lalu melepaskannya sehingga menembus di bagian kaki 
korban sedangkan ICCANG mencabut sebilah pisau yang ia selipkan 
dipinggangnya yang mana pisau tersebut ia peroleh dari ERWIN alias 
WIWIN alias CAMBANG pada saat di perjalanan sebelumnya kemudian 
ICCANG menusuk bahu kiri Korban dengan menggunakan pisau tersebut 
sedangkan salah seorang teman CHARLES menusuk dada atau perut 
sebelah kiri korban dengan menggunakan parang sehingga usus Korban 
terburai keluar dan Korban terjatuh bersimbah darah, tidak lama kemudian 
rombongan Terdakwa Anak lalu kabur meninggalkan tempat tersebut 
untuk kemudian bersama-sama termasuk dengan Terdakwa Anak sendiri 
bersembunyi di sebuah perumahan yang belum jadi daerah Bangkala, dan 
saat itu Terdakwa Anak melihat ICCANG memperlihatkan kepada rekan-
rekannya sebilah pisau yang berlumuran darah sembari mengatakan 
“Inimi darahnya yang tadi” dan saat itu MURSALIM alias ALIM 
mengatakan “Masih Mauko”. 
Akibat perbuatan dari Terdakwa Anak MUH.ILHAM alias CHARLES 
bersama dengan ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG bin ANDI ALWI, 
MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN, RIDWAN alias IWAN alias 
BONGKAR, EWIN alias CAMBANG alias WIWIN, ILHAM BAKARA alias 
ILLANG BAKARA,ILHAM dan setidak-tidaknya 3 (tiga) orang lagi yang 
belum terungkap identitasnya mengakibatkan korban meninggal dunia. 
 
Perbuatan Terdakwa Anak sebagaimana diancam dan diatur 
dalam Pasal 351 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
 
ATAU KEDUA : 
 
Bahwa ia Terdakwa Anak MUH.ILHAM Als CARLES baik bertindak 
sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan tersangka ANDI MUH.IKHSAN 
alias ICCANG bin ALWI, MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN, 
RIDWAN alias IWAN alias BONGKAR (ketiganya dilakukan penuntutan 
dalam berkas perkara terpisah dan putusannya telah berkekuatan hukum 
tetap (Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.170/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks tanggal 19 Juli 2016) serta ERWIN alias CAMBANG 
alias WIWIN, ILHAM BAKARA alias ILLANG BAKARA, ILHAM dan 
setidak-tidaknya 3 (tiga) orang lagi yang belum terungkap identitasnya 
(semua dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 8 
Februari 2015 sekira jam 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu 
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waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di took Warda di jalan Mesjid 
Nurul Hidayah Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan dengan 
sengaja dan merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
Berawal ketika terdakwa Anak yang saat itu sedang berada di 
Indomaret Kassi didatangi dan di panggil oleh MURSALIM alias ALIM 
untuk kemudian pergi ke daerah Bangkala Kota Makassar selanjutnya 
setelah sampai di daerah Bangkala tepatnya rumah ERWIN alias WIWIN 
alias CAMBANG (paman dari MURSALIM alias ALIM) terdakwa Anak 
kemudian bertemu dengan ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG,RIDWAN 
alias BONGKAR,WIWIN alias CAMBANG, ILHAM BAKARA alias ILLANG 
BAKARA, ILHAM, serta beberapa orang lagi yang belum terungkap 
identitasnya, selanjutnya ERWIN alias WIWIN mengajak terdakwa Anak 
dan yang lainnya tersebut untuk melakukan penyerangan ke kampung 
Sakura dikarenakan keponakan dari ERWIN alias WIWIN alias CAMBANG 
yakni MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN hamper dikeroyok atau 
dipanah (dibusur) oleh anak Kampung Sakura dan selanjutnya terdakwa 
Anak berboncengan dengan MURSALIM alias ALIM, sedangkan ANDI 
MUH.IKHSAN alias ICCANG berboncengan dengan ILHAM BAKARA , 
ILHAM berboncengan dengan teman CHARLES dan ERWIN 
mengendarai motor seorang diri atau setidak-tidaknya dengan susunan 
boncengan lain di antara mereka, selanjutnya pada saat di dalam 
perjalanan saat hendak berbelok kea rah kampung Sakura Terdakwa 
Anak bersama rombongannya berusaha menhadang dimana saat itu 
Terdakwa Anak membentangkan busur berikut anak panahnya kea rah 
KAPO dan MULYADI, namun hadangan tersebut berhasil diterobos 
sehingga Terdakwa Anak dan Teman-temannya mengejar KAPO dan 
MULYADI adapun saat itu terdakwa Anak mengejar KAPO yang kabur ke 
arah Kompleks Angkatan Laut dan tembus ke jalan Mesjid Nurul Hidayah 
namun saat itu Terdakwa Anak tidak berhasil mengejar KAPO  melainkan 
Terdakwa Anak melihat beberapa pemuda (yang kemudian diketahui 
adalah saksi ACO,FANDI,MAYANG dan Korban atas nama GASSING 
alias NONG) yang sedang duduk-duduk di dekat sebuah warung di Jalan 
Mesjid Nurul Hidayah, selanjutnya ANDI MUH. IKHSAN alias ICCANG 
langsung turun dari motor yang ia kendarai lalu tiba-tiba melepaskan 
tembakan kearah korban dan rekan rekannya sehingga mereka pun 
berhamburan lari menyelamatkan diri, setelah itu ICCANG menghampiri 
Korban yang saat itu sedang terpojok kemudian Terdakwa Anak dan 2 
(dua) orang teman Terdakwa Anak yang lain menyusul ICCANG, 
selanjutnya Terdakwa Anak membentangkan busur atau anak panah 
kearah korban lalu melepaskannya sehingga menembus di bagian kaki 
korban sedangkan ICCANG mencabut sebilah pisau yang ia selipkan 
dipinggangnya yang mana pisau tersebut ia peroleh dari ERWIN alias 
WIWIN alias CAMBANG pada saat di perjalanan sebelumnya kemudian 
ICCANG menusuk bahu kiri Korban dengan menggunakan pisau tersebut 
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sedangkan salah seorang teman CHARLES menusuk dada atau perut 
sebelah kiri korban dengan menggunakan parang sehingga usus Korban 
terburai keluar dan Korban terjatuh bersimbah darah, tidak lama kemudian 
rombongan Terdakwa Anak lalu kabur meninggalkan tempat tersebut 
untuk kemudian bersama-sama termasuk dengan Terdakwa Anak sendiri 
bersembunyi di sebuah perumahan yang belum jadi daerah Bangkala, dan 
saat itu Terdakwa Anak melihat ICCANG memperlihatkan kepada rekan-
rekannya sebilah pisau yang berlumuran darah sembari mengatakan 
“Inimi darahnya yang tadi” dan saat itu MURSALIM alias ALIM 
mengatakan “Masih Mauko”. 
Akibat perbuatan dari Terdakwa Anak MUH.ILHAM alias CHARLES 
bersama dengan ANDI MUH.IKHSAN alias ICCANG bin ANDI ALWI, 
MURSALIM alias ALIM bin MARHABAN, RIDWAN alias IWAN alias 
BONGKAR, EWIN alias CAMBANG alias WIWIN, ILHAM BAKARA alias 
ILLANG BAKARA,ILHAM dan setidak-tidaknya 3 (tiga) orang lagi yang 
belum terungkap identitasnya mengakibatkan korban meninggal dunia. 
 
Perbuatan Terdakwa Anak sebagaimana diancam dan diatur 
dalam Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP. 
 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam 
surat dakwaanya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:  
1.  Menyatakan terdakwa MUH.ILHAM alias CHARLES bersalah 
melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN 
PEMBUNUHAN” sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan 
KESATU PRIMAIR; Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR; Pasal 351 ayat (3) KUHP 
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan LEBIH 
SUBSIDAIR; atau KEDUA Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; 
2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.ILHAM alias 
CHARLES dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 
dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis 
penahanan Rumah Tahanan Negara; 
3.  Menetapkan agar terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) 
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5. Amar Putusan Hakim 
1. Menyatakan Anak MUH.ILHAM alias CHARLES tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu primair; 
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke satu 
primair ; 
3. Menyatakan Anak MUH.ILHAM alias CHARLES terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN”, dalam 
dakwaan alternative ke satu subsidair; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara 6 (enam) tahun; 
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
6. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan; 
7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) 
 
6. Analisis Penulis 
Dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tersebut, 
jaksa menggunakan dakwaan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dalam dakwaan KESATU PRIMAIR; Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR; Pasal 351 ayat (3) 
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan LEBIH 
SUBSIDAIR; atau KEDUA Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. 
Kemudian dalam proses persidangan, Jaksa penutut umum 
berpendapat bahwa unsur pasal yang terpenuhi dalam dakwaannya 
tersebut adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR, dengan pertimbangan 
bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur sebagaimana yang 
terdapat pada Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
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Unsur-unsur tersebut berupa: 
1. Barangsiapa dengan sengaja 
2. Menghilangkan nyawa orang lain; 
3. Orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut 
serta melakuan; 
Menurut Jaksa penuntut umum bahwa unsur barang siapa sudah 
jelas yakni terdakwa MUH.ILHAM Als. CHARLES, sesuai dengan fakta-
fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti 
yang sah sebagai berikut yaitu subjek hukum terdakwa tersebut diatas, 
baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik, maupun di 
dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat 
memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, 
Majelis hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Terdakwa 
adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang 
dilakukannya. 
Sementara unsur yang melakukan menghilangkan nyawa orang 
lain dianggap terbukti dengan uraian-uraian fakta dalam persidangan 
bahwa perbuatan terdakwa meinikam korban dengan menggunakan pisau 
sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai perut sebalah kiri korban yang 
mengakibatkan pendarahan hebat dan akhirnya meninggal dunia sesuai 
dengan Visum et Repertum No. 041/ VER/RSIS/YW-UMI/ II /2015 Tanggal 
08 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa 
Dr.Shabrina., fakta mana memperhatikan hubungan kausalitas atau 
sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan meninggalnya korban 
dipastikan akibat tikaman pisau yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan 
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uraian tersebut diatas, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa unsur “yang 
mengakibatkan mati” terbukti secara sah menurut hukum. 
Untuk unsur turut serta melakukan telah terpenuhi dengan fakta 
bahwa terdakwa secara jelas perbuatannya ikut menikam korban dibantu 
oleh teman terdakwa yang secara bersama-sama juga melakukan 
perbuatan tindak pidana pembunuhan. 
Dengan terpenuhinya Unsur-unsur dalam dakwaan KESATU 
SUBSIDAIR Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa 
terbukti melakukan tindak pidana “pembunuhan yang dilakukan secara 
bersama-sama”. 
Dalam Perkara ini tidak dilakukan diversi karena tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di 
atas 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
Sedangkan syarat diversi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. 
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di 
atas, maka penulis berkesimpulan bahwa alat bukti Visum et Repertum 
dalam dakwaan tersebut alat bukti ini mampu mengungkap kebenaran 
unsur kedua dan ketiga. Bahwa benar berdasarkan surat Visum et 
Repertum No.041/ VER/RSIS/YW-UMI/ II /2015 Tanggal 08 Februari 2015 
Korban GASSING Als.NONG berusia 18 Tahun pada saat ditikam. 
Kemudian dengan adanya alat bukti surat Visum et Repertum ini dapat 
menerangkan bahwa benar korban ditikam sebanyak 1 (satu) kali dengan 
menggunakan pisau oleh terdakwa MUH.ILHAM Als CHARLES dan 
ditikam juga oleh teman terdakwa hingga akhirnya korban meninggal 
dunia sehingga perbuatan terdakwa dapat mendukung pembuktian 
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kebenaran unsur ketiga dalam dakwaan bahwa terdakwa melakukan 
pembunuhan secara bersama-sama. Jadi dapat dikatan  dengan adanya 
alat bukti surat ini sangat membantu penuntut umum dan dalam halnya 
proses pembuktian. 
 
B. Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam 
Tindak Pidana Pembunuhan 
Visum et Repertum adalah alat bukti yang sah yang sebagaimana 
telah dikemukakan pada Pembahasan terdahulu, bahwa menurut Pasal 
184 KUHAP, terdapat 5 alat bukti dalam perkara pidana, yaitu; 
1. Keterangan Saksi; 
2. Keterangan Ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 
5. Keterangan Terdakwa. 
Kedudukan alat bukti Visum et Repertum adalah sebagai alat bukti 
surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat 
bukti yang lain. Dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu 
berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses 
penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil 
pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, 
kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et 
Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 
ayat (1) sub b dan Sub e KUHAP. 
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Oleh karena visum et reptertum  merupakan alat bukti yang sah, 
apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti Visum et Repertum harus 
pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim. 
Meskipun Visum et Repertum tidak mutlak harus ada, namun dalam 
tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya 
pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi 
dengan Visum et Repertum. Jika beberapa orang saksi melihat terjadinya 
pembunuhan atau penganiayaan atau bahkan pemerkosaan dan didukung 
dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, 
maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan 
Visum et  Repertum dalam putusannya. 
Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Dengan demikian yang disyaratkan adalah dua alat bukti 
yang sah ditambah keyakinan hakim. Untuk membuktikan seseorang itu 
bersalah melakukan tindak pidana. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Kekuatan pembuktian Visum et Repertum merupakan alat bukti 
yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya 
jadi kesimpulan / pendapat dokter yang dikemukakannya wajib 
dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. 
Bentuk Visum et Repertum adalah alat bukti otentik yang dibuat 
dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai 
pejabat yang berwenang. Visum et Repertum juga cukup 
membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis 
seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa dengan 
adanya Visum et Repetum dapat membantu dalam penjatuhan 
hukuman kepada terdakwa. 
2. Kedudukan Visum et Repertum dalam perkara tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama adalah alat 
bukti surat sebagaiamana diatur dalam pasal 143 KUHAP. Jika 
dalam berkas perkara pidana dilampirkan Visum et Repertum, 
maka seharusnya hakim mepertimbangkannya sebagai alat 
bukti. Namun jika tidak ada Visum et Repertum, maka majelis 
hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan pasal 183 
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KUHAP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah dan dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpula diatas, penulis dapat memberikan saran 
sebgai berikut: Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi 
penyidik untuk mengajukan Visum et Repertum, akan tetapi untuk  
kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih memperjelas 
perbuatan terdakwa dan memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya 
Visum et Repertum itu tetap harus digunakan, khusunya tindak pidana 
yang objeknya adalah tubuh manusia. 
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